PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax, 0756 - 22143, Email : disdwkcapil@pesisirselatankab.go.id

PAINAN

KEPUTUSAN
KEFALA DINAS KEFENDUDUHAN DAN PENCATATAN SIFIL
KABUPATEN PESISIR SELATARN
NOMOR : 470/22 /Kpts/ DKPS-PS/ 2020

TENTANG

PEMBENTUEKAN TIM PEMUKTAHIRAN NATABASE KEPENTILDUKAN, PENTNGKATAN KUANTTITAS

PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN DAN TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR S3ELATAN
TAHUN ANGCGARAN 2020

EEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIE SELATAN,

Menimbang : . bahwa dalam mangka kelancaran pelaksanaan kegaran Implemencasi
Sistem  Administas Kependudukan, perly dibentuk tim  pomuktahican
database kependudulan, peningkatess lkuantites proses  konsolidasi
database kependudukan dan tim penyusunan buku profil perkembangan
kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huraf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pancatatan Sipil Kahupaten Pesizir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Deaerah
Otonom Kabupaten Dalem Lingitungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomeor 25) Jis Undang-
Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 [Lemburen Negara Republik Indonesia
Tahuan 1957 Momor 77 Jo Undang- Undang Nomer 58 Tahun [958
(Lembaran Negars Repurhlik Indonesia Tabhun 1958 Nomor 108, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-lindang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keosngan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236]);

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendshamman Negara
(Lembaran Negara Republik Indoneésia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 43335);

4. Undang - Undang Nomar 15 Tahun 2004 teatang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Momor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $400);



10,

1L

12,

13,

14,

Undang - Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Femerintah Pusat dan Pemerintsh Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tuhun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Nomor 4438

Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesmia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admunistrasi Kependudukan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
54750

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Femerinthan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Seclbagamana lelah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubshan Kedua Atss Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahen Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 538, Tambohan Lembaran Negara Republile Indonesis
Nomor 5679);

Peraturan Pemenntsh Nomor 400 Tabhun 2019 tentang Undang-undang
nomor 27 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan,
scbagaumana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrus Kependudukan (lemabaran Negara Republik Indonesla Tahun
2019 Nomor 102, Tambahan Lemabaran Negars Republik Indonesia Momar
6354);

Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata
Cara Pendaftaran penduduk dan peacatatan spil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri dalam Negerd Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 152:

Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informas Adounistras: Kependudukan |

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang
Pemberian Hak akses dan Pemarlaatan Data Kependuduloan;



Menetapkan
KESATU

KEDLIA

15.

16.

17

1E.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sebagaimana telah
diubah dengan peramaran Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahian
alas peraturan Doerah Nomor 10 Tabun 2011 Tentang Penvelenggaraan
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Duersh Kabupaten Pesisir Selatan Nomor B Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan:

Peramiran Dacrabh Habupaten Pesisir Seintan Nomor (06 Tahun 2010

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja
Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ksbupaten Pesisir
Selatan:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomoer 30 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanasan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir
Sclatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanje Deerah Knbupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSHAN :

Membentuk tim pemuktahiran datsbase kependudukan, peningkatan kualitas
proses konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil
prrkembangan kependudukan Kabupaten Pesisic Selatan Tahun 2020, sebagai
mana tercantum dalam lampiran den merupolcan bagian yang  tdak
terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Pemukishiran datahase kependudiksn, peningkatan kuantitas proses

konsolidasi database kependudukan dan penyvusunan buku  profil

perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisr Selatan Tahun 2000,

sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai lugas-lugas

schaogad berikuts

a. Melalbulon Vertfiknm Doin Ganda dan Data Anoemali;

h. Melakukan Updating Data Gonda den Data Anomall vang telah i
verifikasl melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kepeadudukan
ISIAK|; dan

¢, Melakukan penyusunan dan mencetak Buku Profil Perkembangan
Kependudukan Tahun 2020



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Pemukiahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses
konsolidasi database Kependudukan dan Penyusunan Buku Profil
Eependudulmn ini telah melaksanakan kegiatan terhitung mulai Bulan
Januari Tahun 2020,

Segala biaya yang tmbul akibat keluarmya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Peadapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020, kegiatan Implementasi  Sistem  Admsinistrasi
Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependuduken dan Pencatatan Sipil
Rabupaten Fesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditelapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 Januari 2020

REPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUFATEN FESISIR SELATAN,

r

" EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. 8i
PEMBINA MUDA/IV.c
NIP 19670712 199202 1 00!



LAMFIRAN : EEFUTUBAN KEPALA DINAS HKEPENDUDUHAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470/22 /Kpts/DKPS-PS/2020
TANGOAL : 09 JANUARI 2020
TENTANG FEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN, PENIRGRATAN
KUANTITAS PROBES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAR DAK TIM PENYUSUN
BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANCOARAN 2020
=
NO, UNIT KERJA NAMA/ NIP. JABATAN
3 =S TSRS -4 I e
I |EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.51 ST P
: DUKCAPIL .
NIP. 10670712 199202 1 001 KABUPATEN PESISIR SELATAN PENANGGUNG JAWAR
2 |EDI SISWADI, SE. M. 8i PLh. SEKRETARIS DINAS DUKCAPIL
NIP. 10660306 100403 1 004 KAB. PESISIR SELATAN KOORDINATOR
3 |SARTONI NURSALIM, 8. Kom
KEPALA BIDANG PIAK DAN
NIP. 19760519 200604 1 003 PEMANFAATAN DATA DISDUKCAPIL KETUA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
4 |YUSMARDIANTO, SH, MM
NIZ. 19811136 200701 1 KEPALA SEKE[ PENGOLAHAN DAN
11.009 PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SRR
5 |HAYATUL FITRI, S. Kom KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI ANGGOTA
NIP, 19741022 200604 2 010 KEPENDUDUKAN
6 |ANTON MAHENDRA A, SH, MM KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN _—
NIP. 19790919 200501 1 008 INOVASI PELAYANAN
7 |HENGKI PRATAMA PUTRA STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT
8 |HENNI GUSNANI, SH STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN 3IPIL SEKRETARIAT
9 |HAMDANIL S.Pd, M.Pd N1AF DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIP1L SEKRETARIAT
10 |HERU MALZ HARPENDI, S.Kom STAF DINAS KEFENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT
11 |PALRIANTO STAF DINAE KEPENDUD UKAN DAN
PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT
12 |PRIMA ADITHYA MASRIL STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT |
[

-—

KEPALA DINAS KEFENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN FESISIR SELATAN

/E_——:’-*;F
EVAFAUZA VITLIASMAN, SE, M 81

NIP. 19670712 199202 1 001
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